
 
 

  

 
 
 

BUPATI TRENGGALEK 
SALINAN 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 
NOMOR 27 TAHUN 2014 

TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN  

NONPERIZINAN KEPADA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI TRENGGALEK, 
  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang 

perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Trenggalek perlu 

adanya pelimpahan wewenang penyelengaraan perizinan dan 

nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal; 

b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang 

Perizinan kepada Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman 

Modal (KPPM) Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai lagi 

dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan 

kondisi saat ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan 

Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan 

Penanaman Modal; 

 

Mengingat  :1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
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Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4724); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
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Nomor 68,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4966); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4532); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 

18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

19. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang 

Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/ 

Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pemberian Izin Apotek; 

21. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 

Perijinan Terpadu di Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276); 

26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 

PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Usaha Daya Tarik Wisata; 
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27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 

Nonperizinan Penanaman Modal; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trengggalek 

Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 

6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3 Seri C); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20); 

35. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 Tahun 2011 

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan 

Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
KEPADA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL. 

 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah  Kabupaten Trenggalek. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal, yang selanjutnya 

disebut KPPM, adalah Kantor Perizinan dan Penanaman 

Modal Kabupaten Trenggalek. 

5. Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal, yang 

selanjutnya disebut Kepala KPPM, adalah Kepala Kantor 

Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. 

6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 

maupun tanda daftar usaha.  

7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 

fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 

kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non 
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perizinan termasuk penandatanganannya atas nama 

penerima wewenang. 

 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

mengatur jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang 

penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada KPPM. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, 

kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan 

Nonperizinan termasuk penandatanganannya. 

 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur jenis 

Perizinan dan Nonperizinan. 

 

BAB IV 
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

Pasal 4 
 

Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan 

penyelenggarannnya kepada KPPM meliputi: 

a. jenis Perizinan, yaitu: 

1. izin prinsip; 

2. izin prinsip perluasan penanaman modal; 

3. izin prinsip perubahan penanaman modal; 

4. izin lokasi; 

5. izin pemanfaatan ruang; 

6. izin mendirikan bangunan; 

7. izin gangguan/hinder ordonnantie; 

8. izin usaha industri; 
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9. izin usaha perdagangan; 

10. izin usaha perikanan; 

11. izin apotek; 

12. izin toko obat; 

13. izin praktek bidan; 

14. izin penyelenggaraan optikal; 

15. izin usaha pertanian/izin mendirikan perusahaan 

penggilingan padi (huller); 

16. izin penyelenggaraan kursus; 

17. izin usaha jasa konstruksi; 

18. izin pementasan hiburan/keramaian/tontonan/ undian 

dan sejenisnya; dan 

19. izin pemasangan reklame. 

b. jenis Nonperizinan, yaitu: 

1. tanda daftar perusahaan; 

2. tanda daftar industri; 

3. surat terdaftar pengobatan tradisional;  

4. tanda daftar usaha pariwisata; 

5. kartu pejabat teknik badan usaha; dan 

6. insentif Daerah dan kemudahan pelayanan di Daerah. 

 

Pasal 5 
 

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Perizinan dan 

Nonperizinan yang telah menjadi kewenangan Camat. 

 
BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 6 

 

Izin dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum 

ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai 

dengan berakhirnya izin tersebut. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor 

Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) Kabupaten Trenggalek 

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 7), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

                                                                        Ditetapkan di Trenggalek 

                                                                        pada tanggal 30 Mei 2014 

                                                                        BUPATI TRENGGALEK, 
                        ttd 

    MULYADI WR 
Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 30 Mei 2014 

  SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK, 
                  ttd 
         ALI MUSTOFA 
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 27 

Salinan sesuai dengan aslinya 
   SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK 
  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd 

 
 

           ANIK SUWARNI 


